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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang 
Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (way of life). Sebagai 
suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup 
keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut 
dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syari’ah. Aqidah dan 
akhlaq bersifat konstan, sedangkan syari’ah selalu berubah sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.
1
 
Menurut Zarqa, Syari’ah terdiri atas bidang mu’a>malah (Sosial) dan 
bidang ‘ibadah (ritual). ‘Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan 
dengan sang pencipta (hablum minalla>h) sedangkan mu’a>malah digunakan 
sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum 
minanna>s). Mu’a>malah inilah yang harus digali manusia dari masa ke masa 
karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah. 
Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput 
dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada di jalan 
yang lurus (S}ira>tal Mustaqi>m). Sebagai satu sistem yang bersifat komprehensif,2 
                                                          
1
 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 1 
2
 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komprehensif berarti menyeluruh 
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Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan 
manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. 
Keduanya merupakan kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan sesuai 
dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Di samping 
memuat aturan tentang teologi, akidah dan ‘ibadah, Islam juga memberikan 
rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara eksplisit dan implisit.
3
 
Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis 
ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk 
merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana 
seharusnya pertumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan, salah satu tuntunan 
yang seharusnya dicontoh oleh ummat Islam adalah cara nabi Muhammad SAW 
dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan 
berniaga. 
Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada 
pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah fard{u kifayah yang dituntut 
Allah swt. Dalam melakukan ‘ibadah manusia dituntut untuk tidak melakukan 
perbuatan yang mencemarkan kesuciannya, sehingga harus melakukannya dalam 
batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam.  
Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan 
syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan 
                                                          
3
 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam;  hlm. 1 
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berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban 
ummat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan 
dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya orang 
yang bertransaksi dapat melihat maslahat dan mad}arat yang ada dari akad 
tersebut dan mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual 
belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya. 
Sesungguhnya menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang 
lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah SWT telah 
menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi SAW dalam 
sunnahnya yang suci beberapa hukum mu’a>malah, karena kebutuhan manusia 
akan hal itu, jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as 
Sunnah, ijma’ serta qiya>s4 
Dalam jual beli walaupun sudah terpenuhi syarat, rukun dan Ijab 
kabulnya akan tetapi sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli di 
kemudian hari, penyesalan ini disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, 
penipuan atau faktor lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli 
tersebut, maka Islam memberikan jalan dengan khiya>r.  
Secara bahasa khiya>r berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak 
pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka 
                                                          
4
 Ahmad Muhammad al-Assal dkk, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa H. 
Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 33 
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betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan 
pilihan di antara barang yang ditawarkan, pilihan untuk meneruskan atau 
membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika 
dalam transaksi itu  ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh mu’a>malat 
disebut khiya>r. 
Muhammad Hamam Nasiruddin dalam fath}unnaqi>b fi tarjamah fath}ul 
qari>b menjelaskan bahwa khiya>r adalah akad bagi orang yang jual beli boleh 
memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah atau 
belum menyampaikan sigat salah satu kepada yang lainnya. 5 beliau juga 
menjelaskan bahwa hati manusia sering berubah dalam menetapkan sesuatu 
sehingga agama memberikan kelonggaran untuk menetapkan dalam berbagai 
macam jual beli karena untuk kebaikan orang yang melakukan jual beli.
6
 
Hak khiya>r ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan 
transaksi perdata (mu’a>malah) agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka 
lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai 
dengan sebaik-baiknnya. Tujuan diadakan khiya>r oleh syara>’ berfungsi agar 
kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslaha>tan masing-masing 
lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa 
tertipu. 
                                                          
5
 Muhammad Hamam Nasiruddin, fath}unnaqi>b fi tarjamah fath}ul qari>b, juz 2 (Kudus: 
Maktabah wa matbangah Menara Kudus) hlm. 35 
6
 Muhammad Hamam Nasiruddin, fath}unnaqi>b; hlm. 35 
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Hadenan Towpek dalam jurnal ilmiah Universiti Malaya menyatakan 
bahwa kaedah khiya>r diwujudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang berakad 
sama-sama meneruskan akad atau menamatkannya.
7
 Takrifan ini menunjukkan 
bahwa syara>’ menjaga perkara-perkara masla>hah di kalangan masyarakat yang 
kadang-kadang bersikap tergesa-gesa dan tidak teliti dalam mengambil 
keputusan. Oleh karena itu, suatu jual beli yang sah tidak semestinya 
berdasarkan hanya apabila rukun dan syaratnya dipenuhi, sebaliknya kedua 
belah pihak yang berakad berhak sama untuk meneruskan atau membatalkan akad 
yang telah dipersetujui. 
M. Sofwan Jauhari dalam makalahnya khiya>r dalam Akad Jual beli 
menyampaikan bahwa Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah 
merupakan salah satu model strategi bisnis yang dipakai di jaman sekarang ini. 
Dengan menjaga kepuasan dari para pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang 
terjadi antara penjual dan pembeli akan tetap terjaga dengan baik dan 
berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang, hal ini adalah 
salah satu h}ikmah disyariatkannya khiya>r dalam transaksi jual beli, meskipun di 
negara kita khiya>r ini belum terlalu familiar di kalangan pebisnis muslim, tentu 
                                                          
7
 Hadenan Towpek “Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani  dalam 
Furu‘ Al- Masa’il” (e-jurnal Universiti malaya), hlm. 48 di akses di http://e-
journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290 pada tanggal 26 Mei 2016 
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menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat mengenai khiya>r.8 
Dalam praktek jual beli modern seperti jual beli online, jual beli dengan 
menggunakan cek dan giro dan jual beli pada toko swalayan tidak mudah 
menemukan khiya>r, apalagi khiya>r majlis karena pada transaksi jual beli antara 
penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat. Dalam toko swalayan 
biasanya mempunyai aturan setiap barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau 
dikembalikan bahkan pada produk gerabah biasanya tertulis “memecahkan berarti 
membeli”. Hal tersebut tentu merugikan konsumen karena ada unsur pemaksaan 
untuk membeli jika tanpa sengaja pembeli memecahkan barang-barang tersebut. 
Toko swalayan Laksanan Baru di Kecamatan Majenang Kabupaten 
Cilacap dalam menjalankan praktek jual beli sama dengan toko swalayan pada 
umumnya yang menerapkan system manajemen pasar modern, semua produk 
yang dibeli tidak dapat dikembalikan untuk mendapatkan uang kembali, akan 
tetapi karena dalam rangka peningkatan kepuasan konsumen diberlakukan 
kebijakan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar dengan memenuhi beberapa 
persyaratan.
9
 
Toko Labanas dalam praktek penukaran barang berbeda kebijakan 
dengan Toko Laksana Baru walaupun pada prinsip dasar penukaran barang sama 
                                                          
8
 M. Sofyan Jauhari, Khiyar dalam akad jual beli (Makalah Ekonomi Syariah), hlm. 13 
9
 Wawancara dengan H. Amin, karyawan senior di Toko Swalayan Laksana Baru Majenang 
pada tanggal 23 Februari 2016 di Majenang Kab. Cilacap 
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yaitu meningkatkan kepuasan konsumen dan tidak ada yang merasa dirugikan. 
Pada Toko Labanas persyaratan yang paling penting adalah ketika akan 
bertransaksi dengan kasir harus menyampaikan bahwa ketika nanti setelah 
diperiksa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan untuk dapat 
ditukar.
10
 Kasir akan menandai pada bukti pembelian bahwa produk dapat di 
tukar kembali. Persyaratan penukaran lainnya sama dengan Toko Laksana Baru. 
Pemilihan lokasi pada toko swalayan Laksana Baru dan Toko Labana’s 
karena penulis melihat bahwa manajemen toko Laksana Baru Majenang dan toko 
Labana’s ada perbedaan pada kebijakan mereka terhadap aspek pelayanan purna 
jual, pada toko Laksana baru pada produk atau barang habis pakai menerapkan 
barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan walaupun tidak tertulis pada 
struk pembelian sedangkan di toko Labana’s menuliskan kebijakan pada struk 
pembelian bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tetapi dalam 
prakteknya barang tersebut dapat dikembalikan. 
Dengan penelitan ini penulis berharap penerapan akad khiya>r pada 
setiap transaksi di toko swalayan tersebut akan menjamin kepuasan pelanggan, 
terutama pada aspek pelayanan terhadap jual beli barang yang memungkinkan 
adanya akad khiya>r, tetapi konsumen dapat mengembalikan barang yang dibeli 
tersebut karena setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan yang ia butuhkan. 
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 Wawancara dengan Bp. Mustafid. Manager Toko Swalayan Labanas Majenang pada 
tanggal 24 Februari 2016 di Majenang Kabupaten Cilacap. 
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Dari uraian di atas penulis mencoba menelaah praktek khiya>r dengan 
sistem penukaran barang yang dilaksanakan oleh Toko swalayan Laksana Baru 
dan Labanas yang ada di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ini dilihat dari 
sisi hukum Islam. 
B. Perumusan masalah 
1. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan 
Toko Labana’s di Kecamatan Majenang? 
2. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan 
Toko Labana’s Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum Islam? 
C. Tujuan dan Kegunaan 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana 
Baru dan toko Labana’s di kecamatan Majenang 
2. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana 
Baru dan toko Labana’s Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum 
Islam. 
Adapun keguanaan dari penelitian ini adalah : 
1. Memperkaya kajian mengenai praktek khiya>r dengan sistem penukaran 
barang dalam jual beli. 
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2. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai kajian praktek khiya>r dengan 
sistem penukaran barang di toko swalayan. 
3. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai praktek khiya>r dengan sistem 
penukaran barang sesuai hukum Islam.  
D. Telaah Pustaka 
Praktek khiya>r dalam jual beli di toko swalayan hampir tidak dapat kita 
jumpai, kebanyakan hanya kamuflase agar terlihat ada kesepakatan dalam jual 
beli. Hal ini tentu akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman, menimbulkan 
keraguan masyarakat Islam dalam melakukan jual beli. Buku kajian fiqh 
mu’a>malah yang secara spesifik membahas khiya>r dalam jual beli di toko 
swalayan hampir penulis belum temukan. Kajian dalam literature 11  klasik 
membahas khiya>r dalam praktek jual beli klasik, dimana antara penjual dan 
pembeli bertemu langsung, sedangkan belum banyak tesis yang mengangkat 
permasalahan praktek khiya>r  dalam jual beli yang penulis temukan. 
 Adapun buku-buku maupun karya ilmiah karya ulama kontemporer 
yang mendekati pembahasan penulisan ini terutama yang berkaitan dengan khiya>r 
di antaranya buku karya Wahbah Az-Zuhaily dalam Fiqhul Al-Islami Wa 
Adillatuhu, dalam buku tersebut membahas ketentuan khiya>r dalam pandangan 
empat maz|hab (Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Syafi’iyah), beliau 
                                                          
11
 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur adalah bahan atau sumber ilmiah yang 
biasa digunakan untuk membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya. 
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menentukan akad khiya>r dalam akad jual beli walaupun merupakan akad yang 
lazim. Beliau mendefinisikan khiya>r  sebagai berikut : 
ىَنْعَمىى راَِيْلْا:ىىِدِقىاَع َت مِْللىَنْو كَيىَْناىِءاَضْمِاىِفِى ُّقَْلْاِىدْقَعْلاىْىَواى،ِهِخْسَفىْىنِاىَىناَكىى َراَِيْلْاىى راَيِخىى
 طْرَشىْىَواى
ى َةيْؤ رىْىَواىى بْيَعى.ْىَواىْىَناىَىراَتَْيَىى دَحَاىِىْيَع ْ ي َبْلاىْىنِاىَىناَكىى  راَِيلْْاَىراَيِخىى ْيِيْع َت
12. 
“suatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid (orang yang akad ) memiliki 
hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya jika khiya>r tersebut berupa 
khiya>r syarat, khiya>r ru’yah, khiya>r ‘aib atau hendaklah memilih salah satu di 
antara dua barang jika khiya>r  tersebut adalah khiya>r  ta’yin”. 
Lebih jelas menurut beliau yang dimaksud dengan khiya>r adalah  bahwa 
seorang penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan 
akadnya, selama pembatalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apabila 
satu pihak menghendaki diberlakukannya khiya>r, maka pihak yang satunya wajib 
memberikan hak tersebut atau memenuhinya. Misalnya Jika seorang pembeli 
ingin membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan karena adanya ‘aib atau 
cacat pada barang yang dibeli, maka pihak penjual harus memenuhi permintaan 
tersebut. Begitu pula jika penjual ingin membatalkan jual beli tersebut jika 
ternyata uang atau alat pembayaran yang digunakan adalah palsu atau sudah tidak 
berlaku. 
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 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 
2007) hlm. 519 
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Beliau membagi khiya>r menjadi 17 macam, sebagian khiya>r ini 
disepakati oleh para ulama, dan sebagian yang lain masih menjadi khilafiyah13 
apakah jenis khiyar itu berlaku atau tidak berlaku, atau bahkan tidak diakui oleh 
Islam sama sekali.  
Abdul Rahman Menyampaikan dalam bukunya Fiqh Mu’a>malah 
bahwa hak khiya>r ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan 
transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, 
sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-
baiknya. Tujuan diadakan khiya>r oleh syara’ berfungsi agar kedua orang yang 
berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya 
tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.
14
 
Mardani dalam Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah membagi 
menjadi 4 khiya>r menjadi macam yaitu : khiya>r Majelis, khiya>r Syarat, khiya>r 
‘aib dan khiya>r Ghabn (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan). 15 
khiya>r  Ghabn  dapat diimplementasikan dalam situasi seperti :  
1. Tasriyah, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya 
air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan 
kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. 
                                                          
13
Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Khilafiyah adalah  Perbedaan Pendapat. Contoh 
penggunaan: Masalah ushalli dan qunut merupakan hal yg menjadi khilafiyah di kalangan umat 
muslim. 
14
 Abdul Rahman,. Fiqh Muamalah,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98 
15
 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 109 
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2.  Tanajush, bermakna menawar harga yang lebih tinggi untuk suatu barang 
tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang 
lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut. 
3.  Ghabn Fahis, adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari 
kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau 
penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. 
4.  Talaqqi al-rukban, merupakan transaksi dimana orang kota mengambil 
keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer 
dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke 
tempat penjualan (pasar) 
Lukman Hakim dalam bukunya Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 
menyampaikan bahwa khiya>r dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-
masalah sebagai berikut :
16
 
1. Jika penjual dan pembeli masih berada di suatu tempat dan belum berpisah, 
maka keduanya mempunyai khiya>r (hak pilih) untuk melakukan jual beli atau 
membatalkannya 
2. Jika salah satu dari penjual dan pembeli mensyaratkan khiya>r (hak pilih) itu 
untuk waktu tertentu lalu keduanya menyepakatinya. 
3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut 
mencapai sepertiga lebih maka pembeli diperbolehkan untuk membatalkan 
jual beli atau membeli dengan harga standar 
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4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan. 
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya 
tidak diketahui pembeli dan ia rid{a dengannya ketika proses tawar menawar. 
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau 
sifatnya. 
Ahmad Azhar Basyir dalam buku Asas-Asas Hukum Mu’amalat 
(Hukum Perdata Islam) menyampaikan bahwa prinsip-prinsip mu’a>malat :17 
1. Pada dasarnya segala bentuk mu’a>malat adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan hadits. 
2. Mu’a>malat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. 
3. Mu’a>malat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan kemudaratan. 
4. Mu’a>malat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan. 
Khiya>r dibagi menjadi dua, yaitu : pertama khiya>r tarawwi, yang 
berlaku karena kecenderungan dan keinginan pihak-pihak berakad itu sendiri. 
khiya>r tarawwi ini berlaku atas dua sebab yaitu khiya>r majlis dan khiya>r syart. 
Yang kedua khiya>r al-naqisa>h, merujuk kepada sesuatu yang dikaitkan dengan 
berlakunya sesuatu sifat kekurangan. Contoh khiya>r jenis kedua ini berlaku dalam 
khiya>r ‘aib. 18 
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Mujiatun Ridawati menyampaikan bahwa khiya>r ‘aib adalah hak 
untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan ‘aib (cacat), 
sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.
19
 Persoalan 
ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya 
berkurang nilainya  dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, 
pihak yang terlibat secara implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya 
bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan 
secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak 
mengandung cacat. 
E. Kerangka Pemikiran 
Agama Islam dalam mengatur kegiatan manusia dalam hal yang berkaitan 
dengan  perdata (muamalah) sangat minim hanya membatasi pada garis besarnya 
saja, ummat Islam diberikan keleluasaan untuk berijtihad mencari sisi kebenaran 
dalam setiap usaha. Dalam kaidah us{u>l fiqh dikatakan bahwa pada dasarnya 
segala bentuk mu’a>malat  adalah mu>bah,  
َىَْلاى ْ ْصىىِفِىاَع مْلاىِىتَلََمىى ةَحَابِءْلْاىىَلِإىْىنَأىىُّل َديىَىدىى ْ ىِْيلىىَلَع اَهِْيْرَْتَ
20 
“Pada Prinsipnya segala bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang  mengharamkannya.” 
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Mu’a>malat dilaksanakan atas dasar rid{a atau suka sama suka, tanpa ada 
unsur paksaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya khiya>r dalam jual beli 
adalah rid{a 
Hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim). Karena tujuan jual beli 
adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiya>r 
dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.
 21
 
Secara bahasa khiya>r berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak 
pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka 
betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan 
pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau 
membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika 
dalam transaksi itu  ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih mu’a>malat 
disebut khiya>r.22 
Sedangkan menurut istilah, ulama fiqh mendefinisikan khiya>r adalah Hak 
yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua 
hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. 
Pembahasan khiya>r dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang 
menyangkut transaksi dalam bidang perdata (mu’a>malah) khususnya transaksi 
ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan 
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transaksi (akad) untuk mengambil keputusan apakah akan meneruskan atau 
membatalkan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi 
dimaksud. 
Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiya>r, antara 
lain menurut Sulaiman al-Jamal : 
ى راِيلْاَوىو هىى مْسِاىَىنِمىْىيِذَلاىَىو هىى بََلطىِىْيَخىِىنْيَرْمَلأْلاىَىنِمىِىءاَضْمِلاىِىخْسَفْلاو.
23 
“Khiya>r  adalah sesuatu dalam mencari kebaikan dari dua perkara, 
melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli) selama belum berpisah”. 
Sedangkan menurut  Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan khiya>r        
ى كَيىَْناىِدِقىاَع َت مِْللىَنْو كَيىْنَاىِءاَضْمِاىِفِى ُّقَْلْاِىدْقَعْلاىْىَواى،ِهِخْسَفىْىنِاىَىناَكىى َراَِيْلْاىى راَيِخىى
 طْرَشىْىَواىى َةيْؤ رى
ْىَواىى بْيَعى.ْىَواىْىَناىَىراَتَْيَىى دَحَاىِىْيَع ْ ي َبْلاىْىنِاىَىناَكىى  راَِيلْْاَىراَيِخىى ْيِيْع َت
24 
Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad ) 
memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau 
membatalkannya jika khiya>r tersebut berupa khiya>r syarat, khiya>r ‘aib, khiya>r 
ru’yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiya>r ta’yin. 
Landasan disyariatkannya khiya>r pada perkara perdata (mu’a>malah) 
adalah sebagai berikut : 
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1. Al-Quran surat Annisa ayat 29 : 
   ى ى ىى   ى ى   ى    ىىىىىى
  ى ىىى   ىىىىى ى ى (ءاسنلا ى:٩٢)ى25ىىىى
 
“Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara 
kalian…”  
2.  Al-Hadist 
َاَقرَف َت َيىَْلَىاَمىِراَِيْلْىِابىِناَع ْ ي َبلاى,ىْفِىاَم َلَىَِكرْو  بىاَن َي َبَوىَاقَدَصىْنَِافىْتَق  ِمُىَابَذََكوىاَمَتَكىْنِاَوىاَمِهِعْي َب
اَمِهِعْي َبى ةَْكر َبى(ملسموىيراخبلاىهاور)26 
Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar 
selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya 
diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan 
berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. 
َىلَاقى هنعى للهاىيضرى ََةر ْيَر هى بَِأى ْنَعى :َىاى  لو سَرى َلَاقى ملسوى هيلعىللهاىىلصى ِهَللى (ًىامِلْس مى َلَاَقأى ْنَم
ى هَتَع ْ ي َبى,ى هَتَر ْثَعى هَلَلاى هَلَاَقأ)ىى)َىد واَدىو َبأى هاَوَرى,ْىهَجاَمى نْباَوى,َىناَبِحى نِْباى هَحَحَصَوى,ى مِكَاْلْاَو(27ى
Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa 
membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan 
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kesalahannya." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut 
Ibnu Hibban dan Hakim. 
رَم عى ِنِْباى ْنَعَوىاَم ه ْ نَعى  هَلَلاى َيِضَر-ى ,َىلَاقى ملسوى هيلعى للهاى ىلصى ِهَلَلاى ِلو سَرى ْنَع:ىى (ىََعياَب َتى اَذِإ
ِىنَلَ جَرَلاى,ًىاعي َِجَىَاناََكوىَاَقرَف َت َيىَْلَىاَمىِراَِيْلِْابىاَم ه ْ نِمى
 دِحاَوىُّْ  كَفى,َىرَخْلَْاىَا  هُ دَحَأى  رِّ َي  يَىَْوأى,ىَر َيَخىْنَِإف
ى عْي َبَْلاىَبَجَوىَدَق َفىَكِلَذىىَلَعىاَع َياَبَت َفى َرَخْلْاى َا  هُ دَحَأى,َىقَرَف َتىْنِإَواَع َياَب َتىْنَأىَدْع َبىاى,ى دِحاَوىْك رْ ت َيىَْلَو
ى عْي َبَْلاىَبَجَوىْدَق َفىَعْي َبَْلاىاَم هْ نِم)ىىِىهْيَلَعى  قَف َت مى,ى مِلْس مِلى ظْفَللاَو
28
 
Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang 
melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar 
(memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka 
belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara 
keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli 
atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah 
melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, 
maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat 
Muslim 
ى بْيَع شى ِنْبى ِورْمَعى ْنَعَوى ,ِىهِيَبأى ْنَعى ,ِىه ِّدَجى ْنَعى ;َىلَاقى ملسوى هيلعى للهاى ىلصى َبَِنَلاى َنَأى (ى :ى ِعئاَبَْلا
َاَقرَف َت َيى َتََّحى ِراَِيْلِْابى  عاَتْب مْلاَوى ,ى راَيِخى َةَقْفَصى َنو كَتى ْنَأى َلِإى ,ىْنَأى َةَيْشَخى  هَِقراَف  يى ْنَأى  هَلى ُّْ
َِيَى َلَو
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ْىسَيى هَليِقَت)ىىْىهَجاَمىَنِْباىَلِإى ةَسَْمْلَْاى هاَوَرى,ىُِّنْط قَراَدَلاَوى,َىَةْيَْز  خى نْباَوى,ِىدو رَاْلَْاى نْباَوى.ى
 َةياَِورىفَِو(ى:ىَتََّح
اَمِِنِاَكَمىْنِمىَاَقرَف َت َي)29 
Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu 
bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli 
mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan 
khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-
beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu 
Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya 
meninggalkan tempat mereka." 
ى َرَم عىِنِْباى ِنَعَو-اَم هْ نَعى هَلَلاى َيِضَر-ىَىلَاقى:ىفِى َعدْ يَى َهَنأىملسوىهيلعىللهاىىلصى ِّبَِنِللى  ْ  جَرى َرََكذ
ْىَلاَىلاَق َفىِعو ي  بى(ى:ْْى  ق َفىَتْع َيَابىاَذِإى:ىََةبَلََخىَل)ىىِىهْيَلَعى قَف َت م
30ى 
Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. 
Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan 
melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi. 
3. Ijma’ Ulama :  
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiya>r  dalam pandangan 
ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang 
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mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak 
yang melakukan transaksi atau jual beli apakah baik untuk dilanjutkan atau 
dibatalkan.
31
. 
4. Hukum Positif di Indonesia 
Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad jual beli yang dilakukan.
32
 
Dalam Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
33
 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 
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sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 
yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
F. Sistematika Pembahasan 
Dalam sistematika pembahasan, bab pertama memuat Pendahuluan, 
merupakan bagian permulaan yang berisi penjelasan orientasi umum dalam 
penelitian yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pokok 
permasalahan yang berisi antara lain: latar belakang masalah yaitu 
mendeskripsikan hal-hal yang mendasari penulis melakukan penelitian, rumusan 
masalah yaitu untuk membatasi materi penelitian yang dilakukan, tujuan 
penelitian yaitu mendeskripsikan apa yang akan diperoleh setelah dilakukan 
22 
 
 
 
penelitian, manfaat penelitian yaitu mendeskripsikan dampak hasil penelitian baik 
untuk peneliti maupun khalayak umum, telaah pustaka yaitu mendeskripsikan 
hasil penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain yang relevan terhadap penelitian 
ini, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, sistematika pembahasan yaitu 
membuat suatu sistematika penulisan dalam menyusun hasil penelitian menjadi 
karya ilmiah. 
Bab Kedua memuat konsep khiya>r (hak memilih), pengertian dan 
definisi secara umum, baik secara bahasa maupun secara istilah menurut ulama 
fiqh maupun kontemporer, dasar hukum yaitu sumber hukum baik dari al-
Qur’an, al-Hadits, maupun ijtihad dari para ulama serta undang-undang yang 
berlaku. Pembagian khiya>r dan macamnya yaitu pembagian akad khiya>r dalam 
jual beli, situasi yang menyebabkan khiyar yaitu situasi dimana akad jual beli 
harus menyertakan khiya>r sehingga antara penjual dan pembeli tidak menyesal di 
kemudian hari, hikmah disyariatkannya khiya>r yaitu menjelaskan berbagai 
manfaat yang dirasakan baik oleh penjual dan pembeli. Mendeskripsikan 
bagaimana jual beli tanpa adanya khiya>r  didalamnya. 
Bab Ketiga berisi penelitian yaitu mendeskripsikan dimana penelitian 
ini dilakukan, dan kapan penelitian ini dimulai dan berakhir, jenis dan 
pendekatan yaitu mendeskripsikan model pendekatan yang dilakukan oleh 
peneliti untuk memperoleh data yang valid, data dan sumber data yaitu 
mendeskripsikan darimana saja peneliti akan mendapatkan data untuk diolah 
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menjadi hasil penelitian ilmiah, teknik  pengumpulan data yaitu mendeskripsikan 
cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, 
teknik analisis data yaitu mendeskripsikan cara mencermati data yang telah 
diperoleh untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah. 
Bab Keempat membahas tentang praktek khiya>r dengan sistem penukaran 
barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labanas Kecamatan Majenang 
Perspektif Hukum Islam. Profil toko Laksana Baru dan Labanas yaitu 
mendeskripsikan tentang profil kedua objek tersebut, awal berdiri, managemen, 
data yang terkait dengan kedua toko tersebut, sistem kerja penjualan di 
supermarket yaitu berisi tata cara dan aturan penjualan berdasarkan peraturan 
yang sudah disusun oleh managemen. Cara menukar barang ketika ada 
ketidakcocokan terhadap barang yang diperjualbelikan serta persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh pembeli untuk dapat menukar barang sesuai kriteria yang 
diinginkan. 
Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan tesis ini yang 
berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Toko Laksana Baru dan toko Labana’s Majenang menerapkan kebijakan 
penukaran barang berdasarkan jenis barang. Toko Laksana Baru Majenang 
menerapkan kebijakan untuk barang habis bahwa barang yang dibeli tidak 
dapat dikembalikan, kebijakan tersebut tidak tertulis tetapi diterapkan dengan 
ketat, sementara untuk barang tahan lama seperti pakaian masih diberikan 
kesempatan kepada konsumen dapat menukar dengan produk lain tetapi tidak 
dapat kembali uang.  Toko Labana’s Majenang menerapkan kebijakan untuk 
barang habis pakai masih memberikan toleransi untuk dapat di tukar 
walaupun dalam struk pembelian dicantumkan barang yang dibeli tidak dapat 
dikembalikan. Untuk barang pecah belah toko Laksana Baru Majenang dan 
toko Labana’s Majenang menerapkan kebijakan yang sama  apabila 
konsumen memecahkan berarti membeli 
2. Kebijakan toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana’s Majenang 
tentang barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tidak sesuai dengan fiqh 
mu’a>malah. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa orang yang melakukan jual 
beli harus menyertakan khiya>r agar di antara mereka saling rid}a, dan 
kebijakan memecahkan barang berarti membeli yang diterapkan oleh pihak 
manajemen toko tidak benar, yang benar adalah konsumen hanya sebatas 
mengganti kerugian yang ditanggung oleh pemilik toko tidak termasuk 
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keuntungan yang sudah include di harga jual barang/produk. Sedangkan 
kebijakan toko Laksana Baru majenang tentang konsumen dapat menukar 
pakaian dengan barang yang lain tapi tidak dapat meminta kembali uang 
yang sudah dibayar, hal ini tidak sesuai dengan fiqh mu’a >malah. Orang yang 
berakad boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu, dan 
pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang dan mengambil uang 
yang pernah dibayarkan kepada penjual. 
B. Saran 
Kebijakan yang dilaksanakan hendaknya mengedepankan kemaslahatan 
bagi pihak toko maupun konsumen, serta hikmah disyaratkannya khiyar. 
Penerapan kebijakan harus sesuai dengan aturan yang tertulis, apabila memang 
konsumen diperbolehkan menukar barang maka pada struk dan label pada toko 
tertulis konsumen diperbolehkan menukar barang dengan syarat dan ketentuan 
berlaku. 
Untuk kebijakan pembelian karena memecahkan barang, pihak toko 
hendaknya membatasi tanggungjawab konsumen hanya menanggung kerugian, 
artinya hanya membayar harga pembelian barang dari supplier. 
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